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Pembangunan Kesehatan yang merupakan salah satu upaya penunjang Pembangunan Nasional, dibutuhkan
tersedianya sumberdaya manusia yang tangguh, mandiri serta berkualitas, dengan desentralisasi
memmberlkan wewenang kepada K abupaten/K ota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan
kesehatan daerahnya sesuai kemampuan, kondisi dan kebutuhan setempat, sehingga diharapkan mampu
melakukan perencanaan kesehatan dan dapat memecahkan masal ah kesehatannya sendiri, metode
perencanaan dan penganggaran yang tepat akan dapat memberikan dampak pada perencanaan dan
penganggaran yang dihasilkan, oleh karena anggaran yang diserahkan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk
block grant, dengan demikian kualitas perencanaan dan penganggaran kesehatan serta efektifitas advocacy
mentadi sangat menentukan alokasi anggaran yang akan diperoleh dinas kesehatan, dimana akan
menentukan pel aksanaan operasional program dalam kegiatan tahun berlalan.

K ota Payakumbuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sumatera Barat, secara
struktur Organisasi baru berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun dengan peningkatan eselonering, 4 (empat) Sub
dinas, 1 Bagian yang salah satu Sub Dinasnya adalah Sub Dinas Bina Program. Penelitian ini bertujuan
memperoleh informasi tentang Sistem Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran kesehatan di Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004 dengan mengkaji komponen Input, komponen Proses dan
komponen Outpui.

Dari hasil penelitian ini dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan di Dinas
Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2004, telah dapat dilakukan dengan bottom up planning, hambatan
yang timbul berkaitan dengan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan, antara lain kuantitas
dan kualitas sumber daya tenaga belum memadai, sarana komputasi, transportasi dan komunikasi belum
memadai, belum tersedianya dana khusus untuk penyusunan perencanaan, ketersediaan data yang masih
kurang dan kevalidan datanya, masih rendahnya pemahaman tentang metode perencanaan, pel aksanaan
langkah - langkah perencanaan belum optimal. Dengan keterbatasan yang ada dalam penyusunan
Perencanaan dan Penganggaran, maka perlu ditingkatkan kernampuan melakukan advocacy terhadap
penentu kebijakan dalam kaitannya menentukan pembiayaan kesehatan.

Proses dokumen perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan K ota Payakumbuh Tahun 2004 belum
sesual yang diharapkan karena belum didukung oleh data yang akurat dan valid dan dokumen yang
dihasilkan adalah Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), Proposal Proyek Health Workforce and
Services (HWS) dan Rencana Strategi Kesehatan K ota Payakumbuh yang disyahkan serta merupakan
dokumen penting dalam melakukan kegiatan evaluasi dan acuan selama melakukan kegiatan pembangunan
kesehatan di Kota Payakumbuh yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehata n.
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Saran yang harus dilakukan oleh Dinas K esehatan K ota Payakumbuh yaitu penempatkan sumberdaya
manusia yang tepat dengan posisinya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya dengan mempertimbangkan
profesionalisme, diperlukan vis organisasi yang menjadi komitrnen bersama oleh seluruh staf dan
penguatan kepemimpinan di semua jenjang administrasi

<hr><i>Analysis on Health Planning and Budgeting Development System in Payakumbuh City Health
Office year 2004Health development is one pillar of national development and necessitates the availability
of strong, independent, and high quality human resources. Decentralization has given the districts/cities
rights to self determine their own health development priorities according to their capacities, conditions, and
needs. Thusit is expected that districts/cities are able to do their own planning and budgeting and solving
their problems. Planning and budgeting method will have significant impact on the resulted plan and budget,
and in a situation where budget and fund are provided by central government in form of block grant, quality
of planning and budgeting along with effective advocacy will determine funding allocation for health sector
to be received by health office. This, in turn, will strongly influence the operational of the program.

Payakumbuh City isone of city in West Sumatera Province, and structurally the organization of this city has
just been running for around one year with increasing numbers of echelon in the government organization.
This study aimed to obtain information on health planning and budgeting development system in Health
Office of Payakumbuh City year 2004 by analyzing input, process, and output components.

The study shows that health planning and budgeting development system in Health Office of Payakumbuh
City year 2004 has employed bottom up planning method, with constraints including insufficiency of human
resources in term of quantity and quality,

lack of computational, transportation, and communication facilities, no specific budget for planning
development, lack of valid relevant data, low understanding of planning method, and suboptimal
implementation of planning steps. With those limitations, it is necessary to improve the ability to provide
better advocacy to the policy maker in order to get sufficient allocation for health devel opment.

The documentation process of health planning and budgeting development system in Health Office of
Payakumbuh City year 2004 was not fully appropriate as expected due to lack of accurate and valid data.
The produced document was Working Unit Budget Document (DASK), Health Workforce and Services
(HWS) Project Proposal and Payakumbuh City Health Development Strategic Plan which have been
legalized and are important as to provide guidance in evaluation and to be referred during implementation of
health development in Payakumbuh City by Health Office.

It is suggested to Payakumbuh City Health Office to place appropriate human resources in accordance to
education background by considering professionalism. There is a'so aneed to set organization vision to be
committed by all staff and to strengthen leadership in all administrative level .</i>



